Prinsip Perlindungan yang Sama Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat by Fandy Prabowo, 12114005
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
 
1. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan 
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses 
keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan 
yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang isoterik 
(hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua 
orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan 
dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan 
mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan 
 
“keadilan”, melalui tangan-tangan lawyer (Advokat) yang disewanya. 
Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak 
mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk 
membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan dan 
perlindungan yang sama dimuka hukum dalam mengakses keadilan. 
Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang 
sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan 
perlindungan yang sama dimuka hukum, demi terciptanya keadilan, maka 
hukum harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali 
(justice for all/accessible to all). 
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2. Beberapa bentuk jaminan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat yang 
memperoleh bantuan hukum antara lain dengan didampingi oleh penasihat 
hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga lembaga penyedia 
bantuan hukum yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi 
manusia republik Indonesia adalah dapat menggunakan hak-haknya yang 
acapkali terabaikan dan tidak diketahui oleh mereka yang awam hukum 
sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap antara lain : 
 
1. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan segera di setiap tingkatan; 
2. Hak bahasa; 
3. Hak memberikan keterangan secara bebas; 
4. Hak bantuan hukum; 
5. Hak komunikasi dengan penasehat hukum; 
6. Hak kesehatan; 
7. Hak pemberitahuan atas penahanan; 
8. Hak menerima kunjungan; 
9. Hak korespondensi; 
10. Hak keagamaan; 
11. Hak diadili secara terbuka; 
12. Hak mengajukan saksi a-de charge; 
13. Hak upaya hukum; 
14. Hak ganti kerugian dan rehabilitasi. 
 
Bahwa Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk 
 
yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak 
 
bersangkutan atau terhukum, telah banyak contoh kasus yang telah mempunyai 
 
kekuatan hukum  tetap dan menjadi  yurisprudensi  yang memuat  tentang tidak 
 
sahnya  berita  acara  pemeriksaan  apabila  hak tersangka  khususnya  hak terkait 
 
dengan bantuan hukum tidak disampaikan/dipenuhi oleh penyidik. 
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1.2 Saran 
 
1. Bahwa Berdasarkan Asas Perlindungan yang sama dihadapan hukum 
seyogyanya tidak membedakan hak antara tersangka/ terdakwa yang 
diancam hukuman berat atau diancam hukuman paling singkat 5 tahun 
dengan tersangka/terdakwa yang diancam hukuman dibawah 5 tahun, 
semua harus sama-sama dilindungi haknya untuk memperoleh bantuan 
hukum secara cuma-cuma, hal ini belum terakomodir dalam undang-
undang, semoga ke depan pemerintah dapat mengesahkan salah satu pasal 
agar terjaminnya asas perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa 
memandang berat atau ringannya ancaman hukuman. 
 
 
2. Bahwa Perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang- undangan yang 
memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan 
kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat 
bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan yang ada 
dalam Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik maka 
tersangka yang awam hukum tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki 
hak mendapat bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP) kecuali penyidik dengan 
kesadarannya sendiri tanpa memberitahukan hak tersangka, sudah 
menyediakan bantuan hukum. 
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